
BUPATI PESAWARAN 
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN 
NOMOR 59 TAHUN 2 0 2 0

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN 
PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DAN INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA DI KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2 0 2 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : a. bahw a u n tu k  m elaksanakan  keten tuan  Pasal 66
ayat (1) U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun 2014 
ten tang  D esa dan u n tu k  m elaksanakan  k e ten tu an  
Pasal 81 ayat (5), Pasal 82 ayat (2) Peraturan  
Pemerintah Nomor 43 T ahun  2014 tentang 
P eratu ran  Pelaksanaan  U ndang-U ndang Nomor 6 
T ahun  2014 ten tang  Desa sebagaim ana yang telah 
diubah dengan Peratu ran  Pem erintah Nomor 47 
Tahun 2015, perlu m engatur dan m enetapkan  
Penghasilan Tetap, T unjangan  Kepala D esa dan  
Perangkat D esa, Tunjangan B adan
Perm u sy a  w aratan  Desa dan Insentif Ketua 
R u k u n  Tetangga di K abupaten Pesaw aran T ahun 
2021;

b. bahw a berdasarkan  pertim bangan sebagaim ana 
d im aksud  p ad a  h u ru f  a di a ta s , dipandang perlu 
m enetapkan P eraturan  Bupati ten tang  B esaran  
Penghasilan Tetap, T unjangan Kepala Desa 
dan  Perangkat D esa, T unjangan B adan
Perm usyaw aratan Desa dan Insentif Ketua 
R u k u n  Tetangga di K abupaten Pesaw aran T ahun 
2021;

M engingat : 1. U ndang - U ndang Nomor 33 T ahun  2004 ten tan g
Perim bangan K euangan a n ta ra  Pem erin tah  P u sa t dan  
Pem erin tah  D aerah  (Lem baran Negara RI T ahun  2004 
Nomor 126, T am bahan  L em baran Negara RI Nomor 
4438);

2. U ndang-U ndang Nomor 33 T ahun  2007 T entang 
P em ben tukan  K abupaten  Pesaw aran  di Provinsi 
L am pung (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  
2007 Nomor 99, T am bahan  Lem baran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4749);



3. Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peratura Perundang Undangan (Lembaran 
Negara tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495);

5. Undang -  Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -  
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang -  Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157);

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 
2016 Nomor 18, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten 
Pesawaran Nomor 61);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN 
TETAP TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT 
DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
DAN INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA DI KABUPATEN 
PESAWARAN TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

P asal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.

4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional dan 
berada di kabupaten Pesawaran.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

7. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan 
keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

8. Sekretaris Desa adalah Kepala Sekretariat Desa.

9. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari 
Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala seksi dan Kepala Dusun.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau 
yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan 
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk 
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis.

11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang 
dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka 
pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Desa.

12. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang sah yang diterima setia 
bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap 
tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



13. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut 
Tunjangan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala 
Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa.

14. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pesawaran dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pesawaran;

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat 
APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN 

P asal 2
(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman 

untuk memberikan besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi 
kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD serta insentif Ketua RT 
dari APBDes agar dapat memperoleh penghasilan yang layak.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan 
kepastian hukum dalam memberikan Penghasilan Tetap dan 
Tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD serta 
insentif RT, agar dapat memperoleh penghasilan yang layak.

BAB III
PENGHASILAN TETAP 

P asal 3

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Penghasilan Tetap setiap 
bulan.

(2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan 
dalam APBDes yang bersumber dari ADD.

(3) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV
TUNJANGAN KEPALA DBSA DAN PERANGKAT DESA

P asal 4

(1) Selain Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), 
Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima Tunjangan yang 
dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.

(2) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUNJANGAN BAD AN PERMUSYAWARATAN DESA

P asal 5

(1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD diberikan tunjangan 
setiap bulan yang dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari 
ADD.

(2) Besaran Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini.

(3) Selain tunjangan, BPD diberikan Operasional yang dianggarkan dalam 
APBDes yang bersumber dari ADD.

BAB VI
INSENTIF KETUA RT 

P asal 6

(1) Ketua RT dapat diberikan in sen tif setiap bulan  yang besarannya  
25%  bersum ber dari ADD dan sisanya sebesar 75% dari sumber dana 
lainnya yang dibebankan p ada APBD es k ecu a li b ag i D e sa  
P ersiap an , in sen tifn y a  100%  b ersu m b er  dari ADD.

(2) B esaran In sen tif K etua RT sebagaim ana d im aksud dalam  ayat 
(1) ditetapkan sebagaim ana tercantum  dalam  lam piran yang  
m erupakan bagian tidak terp isahkan dari Peraturan B upati ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN 

P asal 7

(1) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tidak 
diberikan kepada :
a. Kades dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara;
b. Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kades atau 

Perangkat Desa;



c. Pen jabat Kepala D esa

d. P e laksana  Tugas Kepala Desa; dan

e. P e laksana  Tugas S ekretaris D esa a ta u  Perangkat D esa lainnya.

(2) T un jangan  sebagaim ana  d im aksud  pad a  Pasal 4 ayat (1) tidak  d iberikan  
kep ad a  :

a. Kepala D esa d an  Perangkat D esa yang d iberhen tikan  sem entara ;

b. P elaksana  Tugas Kepala Desa; d an

c. P e laksana  Tugas S ekretaris D esa a ta u  Perangkat D esa lainnya.

(3) B esaran  Penghasilan  te tap  dan  tu n jan g an  sebagaim ana d im aksud  pada  
Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), p asa l 5 ay a t (1) dan  ay a t (3), Pasal 6 
ayat (1) d isesu a ik an  dengan  k a p a s ita s  keu an g an  desa.

P e ra tu ran  B upati ini m ulai berlaku  p ad a  tanggal d ite tapkan .

Agar se tiap  orang  m engetahu inya, m em erin tahkan  pengundangan  P e ra tu ran  
B upati ini dengan  p en em p atan n y a  dalam  B erita D aerah  K abupaten  
Pesaw aran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

D itetapkan di G edong Tataan
Pada tanggal 16 Sep tem ber  2 0 2 0

D iundangkan di G edong Tataan  
Pada tanggal 16 ^ e p t e a b e r  2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

NGSA

BERI1 JUPA13UPATEN PESAWARAN TAHUN 2 0 2 0  NOMOR 4 37



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESAWARAN 
NOMOR 59 fpjTnnr 2020
TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA 
DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
DAN INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA DI KABUPATEN PESAWARAN 
TAHUN 2021

1. B esaran  Penghasilan  Tetap Kepala D esa d an  Perangkat D esa :

NO. JABATAN BESARAN KET
1 . Kepala D esa 2.500 .000 ,- Per bu lan
2. S ekretaris D esa 2 .250 .000 ,- Per bu lan
3. Kepala Seksi, Kepala U rusan 2.050 .000 ,- Per bu lan
4. Kepala D usun 2 .050.000,- Per bu lan

2. B esaran  T un jangan  J a b a ta n  Kepala D esa d an  Perangkat D esa :

NO. JABATAN BESARAN KET
1 . Kepala D esa 1.250.000,- Per bu lan
2. S ekretaris D esa 300.000,- Per bu lan
3. Kepala Seksi, Kepala U rusan 100.000,- Per b u lan

3. B esaran Tunjangan BPD :

NO. JABATAN BESARAN KET
1 . K etua 800.000,- Per bu lan
2. Wakil K etua 600 .000,- Per bu lan
3. Sekretaris 500.000,- Per bu lan
4. Anggota 400.000,- Per bu lan

4. B esaran Insentif Ketua RT

NO. JABATAN BESARAN KET
1. K etua RT 1.000.000,- Per bu lan

DEND MONA


